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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan proses 

rehabilitasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Serta untuk 

mengetahui eketifitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika 

oleh Badan Narkotika Nasional Hulu Sungai Utara. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Setelah data diolah dan 

dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang 

sistematis. Menurut hasil penelitian ini, pertama terdapat dua mekanisme proses 

rehabilitasi yaitu secara wajib dan sukarela. Serta terdapat dua jenis rehabilitasi 

menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. Kedua, penjara yang selama ini menjadi hukuman bagi 

penyalahguna narkoba termasuk pecandu merupakan tindakan yang tidak tepat 

karena tidak akan memberikan memulihkan pecandu secara medis, melainkan 

hanya membuat pecandu mengalami depresi karena tidak mendapatkan aneka 

ragam terapi dan pengobatan. 
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